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Abstract 

freedom of expression in public is the right of Indonesian citizens in 

accordance with the constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia, 

namely the 1945 Constitution Article 28 E "everyone has the right to freedom of 

association, assembly and expression of opinion". One of the efforts to convey 

this opinion is by holding demonstrations, freedom of expression is regulated in 

Law Number 9 of 1998 concerning Freedom of Expressing opinions in public. In 

demonstration activities, there is often violence perpetrated by activity guards 

which results in injury. In this study there are two formulations of the problem, 

namely 1. How is legal protection for demonstrators from police violence 

reviewed by criminal law 2. How is law enforcement for perpetrators of violence 

against demonstrators reviewed by criminal law. The normative research method 

is the research method used. This study aims to analyze the legal protection for 

demonstrators from police violence in criminal law reviews, and in relation to 

law enforcement for perpetrators of violence against demonstrators in criminal 

law reviews. The results of this study are 1. Law No. 9 of 1998 concerning 

Independence Expressing opinions in public and Article 170 Kuhp is a guarantee 

of legal protection for demonstrators in the perspective of criminal law. 2. For 

the sake of achieving justice and legal certainty, police perpetrators of violence 

must be subject to legal proceedings in accordance with statutory regulations 

and be aggravated because their position is in accordance with Article 52 of the 

Criminal Code. This research is also expected to help to provide an 

understanding of the rights and obligations possessed by demonstrators. The 

functions and powers possessed by the police in handling demonstration 

activities. 

Keywords: demonstration, violence, and police.
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Abstrak  

kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak 

warga negara Indonesia sesuai dengan konstitusi Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E “setiap 

orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan 

pendapat”. Salah satu upaya penyampaian pendapat tersebut dengan 

melakukan demonstrasi, kebebasan menyampaikan pendapat di atur 

dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan 

Menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam kegiatan demonstrasi 

kerap kali terjadi kekerasan yang di lakukan oleh pengaman kegiatan 

yang menimbulkan cidera. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan 

masalah yaitu 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi demonstran dalam 

menyampaikan pendapat terhadap kekersan kepolisi perspektif hukum 

pidana 2. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku kekerasan terhadap 

demonstran dalam kebebasan menyampaikan pendapat PERSPEKTIF 

hukum pidana. Metode penelitian normative merupakan metode penelitian 

yang di gunakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

perlindungan hukum bagi demonstran dari kekerasan kepolisian dalam 

tinjauan hukum pidana, dan terkait penegakan hukum bagi pelaku 

kekerasan terhadap demonstran dalam tinjaun hukum pidana. hasil dari 

penelitian ini yaitu 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang 

Kemerdekaan Menyampaikan pendapat di muka umum dan Pasal 170 Khp 

merupakan Jaminan perlindungan hukum terhadap demonstran dalam 

perspektif hukum pidanan. 2. Demi tercapainya keadilan dan kepastian 

hukum polisi pelaku kekerasan wajib di proses hukum sesuai peraturan 

perundang-undangan dan di perberat karena jabatan nya sesuai dengan 

Pasal 52 Kuhp. Penelitian ini juga di harapkan dapat membantu untuk 

memberi pemahaman tentang hak dan kewajiban yang di miiki oleh 

demonstran. Fungsi dan kewenang yang di miliki oleh kepolisian dalam 

melakukan penanganan kegiatan demonstrasi.  

Kata kunci : demonstrasi, kekerasan, dan polisi. 
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